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INTISARI

Sejak pelaksanaan otonomi daerah, pemekarcm wi/ayah telah menjadi
bagian dari upaya percepatan pembangunan. Meskipun demikian, pemekaran
wi/ayah terkadang merupakan ambisi kelompok untuk memperoleh konsesi
sumberdaya atau cerminan kekecewaan atas hasi/ pembangunan sebelumnya.
Pene/itianini bermaksudmeni/ai kontribusipemikiran dan ana/isis geografi dalam
pemekaran wi/ayah. Kontribusi pemikiran geografi dibahas melalui pemahaman
teoretik tentang ruang dan tempat untuk dihadapkandengan pengalaman empirik
pemekaran Kabupaten Kutai. Ruang dalam pengertian geografi adalah
serangkaian tempat-tempat yang memi/iki signifikansi subyektif. Pemikiran dan
analisisgeograj;dapat menjadi dasarpengelolaan wi/ayah secara efisien:Ana/isis
geografi memiliki sumbanganpenting dalam studi pemekaran wi/ayah, terutama
dalam de/ineasi tapal batas yang mengoptimalkanpemenuhan kebutuhan tempat
dan ruang bagi masyarakat. De/ineasi batas wi/ayah dengan ana/isis geografi
dapatmembantumengurangirisiko konflikhorizontalakibatpemekaran wi/ayah.

Kata kunci: pemekaranwilayah, ruang, tempat,geografi

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Implementasi kebijakan otonomi daerah di Indonesia diikuti dengan

semakin kuatnya kecenderungan daerah-daerah untuk melaksanakan pemekaran
wilayah,baik dengan pembuatan provinsi, kabupaten maupun kota otonom bam
dari suatu daerah adrninistrasi lama. Selama periode 2001-2004 telah terjadi
penambahankabupatendan kota otonombam dari390 menjadi 416 buah (Anonim,
2006). Sebagian besar justifikasi yang mengemuka dalam wacana pembentukan
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daerah administrasi baru adalah percepatan pembangunan di daerah melalui
penyediaan pelayanan yang lebih baik dan pemendekan rentang kendah (span of
control) dalam pengelolaan wilayah administrasi. Meskipun demikian, di balik
justifikasi yang tampak tersurat tersebut seringkali tersirat ketidakpuasan atau
kekecewaankelompoktertentu atas kinerja pemerintahdi wiIayah induk (Kompas,
23 Oktober 2003). Hal ini sering ditumpangi dengan ambisi seseorang atau
sekelompok orang untuk memperoleh akses dan konsesi yang lebih luas dalam
pengelolaan sumberdaya daerah dengan mengatasnamakan percepatan
pembangunan.Masalahnya menjadi lebih rumit ketika di dalamnyajuga tercampur
dengan issu-issu yang berkait dengan kepentingan suku, agama, ras, atau
antargolongan (SARA). Meskipun masalah-masalah SARA tidak pemah
mengemuka sebagai justifikasi pemekaran wilayah, namun dipercaya bahwa
pengaruhnya tetap signifikan. Bahkan dalam Harian Kompas di atas juga
dikemukakan sebuah keyakinan bahwa pemekaran Provinsi Gorontalo sebenamya
juga bermotif agama.

Permasalahanyang muncul dalam pemekaran wilayah di Indonesia setelah
tahun 1998 menjadi semakin rumit, karena semakin banyaknya kepentinganyang
terlibat sebagai konsekuensi semakin menguatnya kemampuanmasyarakat dalam
menyuarakan aspirasi untuk memperoleh yang terbaik sejalan dengan kuatnya
semangat demokratisasi. Memperoleh tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi
melalui perolehan berbagai jenis pelayanan dan pembangunan merupakan hak
setiap warga negara yang dijamin di dalam konstitusi. Keinginan masyarakat
memekarkan wilayahnya menjadi sebuah wilayah administrasi bam seringkali
harus berhadapandenganstandardnormatif dalamperencanaandan pelayananoleh
birokrasi pemerintah, sehingga banyak usulan pemekaran wilayah tidak dapat
diwujudkan. Bahkan Departemen Dalam Negeri saat ini sedang menyiapkan
perangkat untuk membatasijumlah wilayah administrasiyang sudah ada (Kompas,
13 Februari 2006). Pemerintah sebagai pihak pelaksana administrasi, pelayanan
umum dan pemerintahan harus berpegang pada norma efisiensi dan efektivitas
yang tidak dapat dipahamimasyarakat pada tingkat akar rumput (grassroot)yang
cenderung apriori pada kepentingan masyarakat dan daerah yang lebih luas dan
berjangka panjang. Oleh karena itu dalam proses pemekaran wilayah seringkali
muncul konflik antara pemerintah dengan masyarakat atau antara masyarakat pro
pemekaran dengan masyarakat kantra pemekaran di beberapa daerah Iainnya.
Konflik horizontal antar dua kelompokanggota masyarakatsemacamini terkadang
berlangsung lama, bahkan sampai dengan periode setelah penetapan undang-
undang pemekaranwilayah.

Upaya pemekaranwilayahdapat dipandangsebagaiterobosanmempercepat
pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan perolehan pelayanan
bagi masyarakat. Dari perspektif perencanaan pembangunan, pemekaran wilayah
dapat membantu mengurangi berbagai macam ketidakpastian (Hadi, 2005).
Sementara itu di sisi yang lain pemekaran wilayah juga dapat dipandang sebagai
suatu hal yang mengurangi lingkup kekuasaan seseorang atau kelompok tertentu
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melaluiproses yang sistematik. Seringnyaterjadi konflik dalam upaya pemekaran
wilayah, baik yang diwarnai kekerasan maupun yang tidak, menunjukkanadanya
kompleksitas masalah yang sangat tinggi terutama dalam penarikan tapal batas
wilayah administrasi barn. Hal ini menjadi sangat penting karena dengan tapal
batas yang. baru akan didefinisikan ulang tentang batas teritorial barn yang
terkadangjuga diikuti dengan disintegrasikelompok-kelompokdalam masyarakat
yang secara tradisional sudah teranyam dalam sistem sosial budaya yang mapan
selama berpuluh-puluh tahun (Morrill, 1979). Ketidakmampuan menghadapi
tatanan barn inilah yang merupakan akar persoalan dan konflik di tingkat
masyarakatyang sedang mengalamipemekaranwilayah.

Redefinisi batas-batas wilayah administrasi barn sangat mungkin memiliki
efek psikologis yang besar pada tingkat individual, jika ditarik tanpa
memperhatikan pola mobilitas spasial yang lazim dilakukan masyarakat dalam
perolehanpelayanan administrasidan pemerintahan.Meskipundemikianpada aras
teknis persoalan penarikan tapal batas hams memperhitungkanaspek-aspekseperti
prospekperkembangandi masa datang, integritasekologis dan keadilanantar calon
daerah administrasibarn (Dikshit, 2000). Untuk memahamikompleksitasmasalah
dalampemekaran wilayah administrasiperlu pengkajian terhadap toori-tooriyang
relevan. Demikian pula dari pengalaman empirik dapat dipetik pengalaman
penting tentang' pertimbangan-pertimbanganyang dipakai untuk menarik garis
batas. Pengalaman Kabupaten Kutai diangkat sebagai contoh kasus yang berhasil
dalampemekaranwilayah tanpa gejolakyang signifikan.

TujuanPenelitian
Secara umum penelitian ini bertujuan mengkaji aspek-aspek tooretik yang

relevan dalam studi pengelolaan wilayalt administrasi sebagai kerangka teori di
dalam memahami pengalaman empirik dalam studi pemekaran wilayah di
KabupatenKutai. Secararinci tujuanpenelitian ini mencakup:
1. Mengkaji wacana teoretik mengenai relevansi konsep tempat dan ruang dalam

pembentukanwilayahadministrasidari perspektifpelayanandan pembangunan
2. Mengkaji pengalaman-pengalaman empirik dari studi pemekaran wilayah

KabupatenKutai, ProvinsiKalimantanTimur
3. Membangun dialog antara aspek tooretik dan empirik dalam rangka

merumuskanpelajaran penting (lessonslearned)yang perlu diperhatikandalam
pemekaranwilayah di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara membuat telaah kritis terhadap
berbagai teori dalam geografi yang relavan dengan pengelolaan wilayah teritorial.
Pembuatan kajian kritis terhadap toori-teori yang relevan dimaksudkan sebagai
upaya untuk memahami latar belakang dan justifikasi teoretik mengenai berbagai
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konsep yang berhubungan dengan tempat dan ruang beserta aspek geometri
meliputi ukuran, bentuk dan lokasi (Dikshit, 2000) dan ekologi wilayah yang
penting sebagai landasan berpikir dalam studi pemekaran wilayah. Pada tingkatan
ini akan disusun kerangka teoretik tentang sebuah wilayah administrasi sebagai
hasil sinthesis berbagai teori yang dibahas sebelumnya. Kerangka konsepsual ini
nantinya akan dipertemukandengan pengalaman empirik yang telah dilaksanakan
sebagaiperangkatuntukpemekaranwiIayah di daerahyang diangkat sebagailokasi
studi kasus.

Selanjutnya juga dilakukan review terhadap berbagai dokumen yang
relevan seperti hasil studi pemekaran wilayah Kabupaten Kutai yang memuat
pengalaman empiris studi pemekaran wilayah tersebut. Dalam review terhadap
produk ini akan diangkat berbagai aspekyang telah dipertimbangkandalamproses
analisis studi pemekaran wilayah, sebagaimana yang termuat dalam Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2000 (Republik Indonesia,2000). Perlu ditegaskanbahwa
undang-undangtersebut menetapkanpemekaranwilayah KabupatenKutai menjadi
3 kabupaten bam dan satu kota otonom. Bagian akhir dari penelitian ini
membandingkankerangka teori yang disusun dengan pengalaman empirik proses
pemekaran wilayah yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai. Dari perbandingan
antara kerangka teoretik dengan proses empirik inilah akan dapat ditarik berbagai
pelajaran penting yang relevan bagi proses pemekaran wilayah di Indonesia,
sekaligus akan dipetakan kontribusi analisis geografi dalam sebuah studi
pemekaranwilayah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manusia cenderung melakukan optimasi dalam penggunaan ruang dengan
penerapan prinsip-prinsip efisiensi keruangan seperti: (1) memaksimalkan
kefaedahantertinggi atau produktivitasmaksimaldari suatu wilayah melaluiusaha
yang minimal, (2) memaksimalkan interaksi keruangan dengan usaha atau biaya
minimal dan (3) mendekatkanberbagai kegiatan ekonomi sejenisyang tidak saling
bersaing (Morrill, 1974). Dalam realitanya berbagai prinsip di atas sebagian besar
diwujudkan dengan cara melakukan agglomerasi dalam bermukim dan
berproduksi.Tanpa disadari setiap orang akan menjadi bagian dari sebuah gugus
kawasan hunian dan budidaya yang merupakanbagian dari ruang hidup sekaligus
tempat tinggalnya. Pengertian tempat dan ruang dalam penelitian ini memerlukan
pemerian tersendiri, karena dalam pemekaran wilayah pada dasamya hams
dipenuhi optimasi antara kepuasan individual dalam menikmati tempat yang
bersifat pribadi dan kebebasan beraktivitas dan menyelenggarakan hidup dalam
ruang. Dalam proses pemekaran wilayah akan terbuka kemungkinan terjadinya
gangguan sementara atas ruang hidup sebagian manusia yang mungkinjuga akan
berdampak pada penghidupan dan tempat tinggal mereka dalam jangka pendek
maupunjangka panjang.
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Semakin banyak orang yang merasa terganggu tempat dan ruang hidupnya
oleh upaya pemekaran wilayah, akan semakin tinggi resistensi mereka terhadap
pemekaran wilayah. Karena menurut Stilwell (1992) ruang adalah produk dari
bekerjanya sistem sosio kultural masyarakat dan masyarakat adalah produk dari
dinarnika ruang hidupnya, upaya-upaya pemekaran wilayah perlu meminimalkan
gangguan terhadap sistem sosio kultural masyarakat tersebut. Ruang sosial
memiliki pola yang menentukan berbagai keputusan publik seperti bentuk
transportasi apa saja yang akan tersedia, di mana letak pusat produksi, di mana
pertokoan dan perkantoranakan dibangun maupun bentuk penyediaan perumahan
(de Soja, 1984), atau singkatnya bagaimana susunan dan letak berbagai fasilitas
danutilitas wilayahakan ditata secara efisien bagi semuaorang.

Ruang merupakan perspektif yang menginformasikan upaya-upaya para
geografdan psikologuntuk membangunpeta kognisi sebagaialat untuk memonitor
beragam variasi persepsi tentang ruang itu sendiri. Kisaran pengertian tentang
ruangsebenamyasangat luas, beberapa di antaranyaadalah:
1. Ruang persepsualyang melandasikonsepsi abstrakdalamgeometri (sumbux, y

dan z membentuk ruang tiga dimensional sebagaimana dikenal di dalam
geometri atau perencanaan arsitektural pada skala mikro atau pada rencana
tapak) (Coffey, 1981).

2. Ruang dalam pengertian geografi adalah serangkaian tempat-tempat yang
memiliki signifikansi subyektif, yang bentuk dan koherensinya (logic-nya)
bervariasi dari satu individu dengan individu lainnya (Stilwell, 1992) dan dari
satu waktu ke waktu yang lain. Penekanan ruang dalam geografi sebagai
rangkaian tempat mengindikasikan adanya perhatian yang lebih besar pada
perspektif dua dimensional daripada tiga dimensional sebagaimana tersebut
dalambutir 1. .'

3. Tempat adalah rasa aman sedangkan ruang adalah kebebasan; kita terikat pada
tempat tetapi berjarakdari ruang (Tuan, 1977),atau dalambahasa aslinyaplace
is security, space is freedom: we are attached to the one and long for the
other).

Ruang dalam penelitian ini dipahanu sebagai serangkaian tempat yang
memilikisignifikansisubyektif,yang bentuk dan koherensinyabervariasi dari satu
individu dengan individu lainnya. Sebagai suatu illustrasi, ruang bagi seorang
pedagang keliling adalah serangkaiantempat di mana orang tersebut memperoleh,
menyiapkan, dan menjajakan dagangan serta menikmati hasil kerjanya dengan
membelanjakanhasil, usahanya. Sementara itu ruang bagi petani adalah ,rumah
tempat tinggalnya, sawah atau ladang sebagai tempat produksi, dan pasar sebagai
tempat menjual hasil pertanian sekaligus berbelanja. Dalam pengertian ini ruang
publik adalah serangkaiantempat yang merupakanmenjadi interest berbagai pihak
untuk kepentingan yang berbeda-beda. Pasar adalah ruang publik karena ia
merupakantempat yang memiliki signifikansi yang sarna bagi kepentingan hidup
bersarna pedagang maupun petani atau pelaku kegiatan ekonomi lainnya dalarn
contohdi atas.
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Sejalan dengan pengertian ruang seperti ini, Massey (1984) menyatakan
bahwa bukan hanya ruang yang secara sosial dikonstruksi oleh masyarakat,tetapi
struktur sosial juga secara spasial dikonstruksi oleh ruang. Keunikan tempat dan
pengaruh ruang memberikan darnpak yang kuat pada keseluruhan fungsi sistem
sosial, ekonornidan politik. 01eh karena itu pemekaran wilayah sebagai salah satu
wujud upaya rekayasa kehidupan barn dalam ruang akan berhadapan dengan
dimensi sosial, ekonornidan politik di wilayahyang bersangkutan.Semuaaspek ini
juga menjadi pusat perhatian setiap usaha pengembangan wilayah seperti yang
dianjurkan oleh para pendukung pendekatan fungsi kota dalam pembangunan
perdesaan (urbanfunction in rural development = UFRD) seperti Rondinelli dan
Ruddle(1978),Rondinelli (1980),dan Evans (1992).

Dalarn suatu usaha pemekaran wilayah akan tercipta tempat-tempat
sekaligus ruang-ruang publik barn yang merupakan kebutuhan kolektif semua
warga wilayah barn. Setiap orang mungkin tetap tinggal di tempatnya masing-
masing, tetapi sebuah ruang publik barn juga sedang dikonstruksi, rnisalnya
sekelompok orang harns bergerak ke arah pusat pelayanan barn yang berbeda,
menempuhjarak yang lebih dekat dan membentuk ruang baru rintukmemperoleh
pelayanan dari pusat pemerintahanbarn. Tetapi pada saat yang sarna sekelompok
lainnya harus bergerak ke arah yang berbeda dengan jarak yang lebih jauh dan
biaya yang lebih mahal untuk menjangkaupelayanan publik yang sarna di pusat
daerah administrasiyang barn. Dengan kata lain pada tingkat tertentuada semacam
zero sum game dalarn perolehan pelayanan; sekelompok beruntung karena lebih
dekat dan murahdalarnperolehanpelayanansementarasekelompoklainnya merugi
karena hanis berjalan lebih jauh dan membayar lebih mahal dengan adanya
pemekaran wilayah. Dalarn batas-batas tertentu, hal ini merupakan persoalan
bagaimanagaris batas antar wilayahpemekaran barn dapat ditarik secara optimum
sehingga merninimalkan jumlah mereka yang harus berkorban dengan biaya
perjalanan dan biaya pelayananyang lebih mahal setelah pemekaranwilayah serta
memaksimalkan jumlah mereka yang memetik keuntungan dengan biaya
perjalanan dan pelayanan yang lebih murah setelah pemekaran wilayah (P4N
UGM, 1997).

Dari perpektif sosialbudaya,kunci utama untuk memahamiprosesproduksi
dan reproduksi ruang adalah dengan memahami hubungan antara ruang dan
masyarakat.Ruang yang terlihat homogen dan yang terlihat begitu objektif dalarn
bentuknyayang asli sebagaimanakita yakini adalah suatu produk dari proses sosial
yang panjang. Ruang sosial tidak random adanya, karena ia diproduksi oleh
manusiayang mernilikiaspirasi dan nilai-nilaiyang tidak randompula. Edward de
Soja (1984) menyatakan bahwa ruang ialah sesuatu yang terlihat seperti
serangkaianatribut dan propertifisikal pada dasarnya adalahbidang-bidangproduk
interaksi antar individu untuk mempertahankan dan menguatkan dorninasi
eksploitatif bagi mereka yang menguasai sarana produksi dan mewujudkan
penghidupanyang lebih baik. Yang dimaksudatribut fisikal ruangmenurut de Soja
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(1984 dan 1989) sebagaimana tercermin dari susunan tata letak tempat keIja dan
rumahtangga, rute transport untuk pergerakan barang dan manusia, pergerakan
cultural dan permukiman sederhana, wilayah yang nyata berbeda dalam
produktivitas dan kemiskinan, lokasi berpemandangan indah yang dipadati
pengagumnya, lokasi aksesibel yang menyediakan pelayanan publik, dapur dan
kamar tidur, pusat kota yang mengalami kemunduran,kurang-Iebihwilayah yang
sedang berkembang, lokasi yang beruntung karena kaya bahan baku, lokasi
strategis, batas administrasi, teritori yang perlu dipertahankan.Dengan kata lain
ruang mencerminkan hubungan-hubungan sosial dan ekonomi antar anggota
masyarakat yang hidup di dalamnya. Meskipun demikian di sisi lainnya dapat
diamati juga bahwa ruang juga menghambat kegiatan sosial dan ekonomi,
setidaknya secara temporal, bahkan bagi mereka yang menguasai dan memiliki
saranaproduksisekalipun.

Memahami interaksi dua arah antara ruang dan peradaban manusia
merupakankunci untuk memahami aktivitas manusia dalam serangkaian tempat-
tempat yang memiliki signifikansi individual dan subjektif bagi setiap orang.
Dengan demikian ruang dan tempat berhubungan secara erat sekaligus
menunjukkanadanya dualisme dalam diri manusia, yaitu adanya dua kebutuhan
setiap manusia secara simultan yang disebut dengan rasa aman (security) yang
dapatdipenuhidari tempat di mana manusia tinggal dan kebebasan (freedom)yang
diperoleh dari ruang di mana manusia merangkai tempat-tempat yang signifikan
untukkehidupannya.

Kebanyakanargumentasitentang tempat selalu berfokus pada keunikannya.
Untuk bertahun-tahunsampai dengan dasawarsa 1960an,hal ini dianggap sebagai
esensi studi geografi setidaknya sampai pada akhir fasa idiografik, yaitu studi
tentang keunikari'tempatyang berbeda-beda.Hal inilah yang mendasaripenekanan
lebih besar pada keteraturan yang berasosiasi dengan ruang dan hubungan-
hubungankeruangansetelah geografi memasukifase nomotetik (Daldjoeni, 1992).
Ini bukan berarti bahwa perhatian pada tempat dalam geografi menjadi usang,
tetapi tempat masih tetap relevan dalam studi tentang regionalisme atau kegiatan
politik lainnya yang meletakkan identifikasi tempat sebagai hal yang krusial,
seperti dalam studi mengenai pemekaran wilayah atau studi tentang pola-pola
spasialperolehansuara partai yang dihasilkandari perilaku politik pendudukdalam
pemilihanumum (Dikshit,2000).

Dalam upaya pemekaran wilayah, tempat juga menjadi variabel penting
ketika sekelompok orang mengidentifikasikankelompoknya terikat pada tempat-
tempat tertentu dan tidak bersedia bergabung dengan kelompok yang memiliki
atribut tempat lain. Pada dasarnyahal ini juga akan menentukanbatas wilayahbarn
yang dapat ditarik dan bentukgeometrikwilayahbarn yang akan dihasilkansetelah
pemekaran. Pemekaran wilayah berpotensi mengganggu beberapa dimensi
geometri ruang seperti bentuk dan ukuran wilayah sebagai arena interaksi individu
denganyang lain, terutamaketerkaitanorangpada tempat tinggalnya.
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Signifikansi aspek geometri wilayah secara tradisional sudah menjadi
perhatian ahli geografihampir satu abadyang lalu ketika Christaller memunculkan
gagasan besar tentangCentralPlace Theory(CPT). Salah satu proposisiorisinilnya
adalah tentang bentuk segi enam (hexagonal) wilayah pelayanan sebagai bentuk
yang dapat berimpit tepat dalam bidang isotropik dengan efisiensi pelayanan
administrasipemerintahanyang tertinggi pada prinsip k = 7 dari sebuahhexagonal
(Whyne-Hammond, 1981). Meskipun ajaran CPT sulit diterapkan di dunia nyata
karena asumsinya yang ideal dan tidak realistis, beberapa konsep yang
diperkenalkan dalam CPT -seperti penduduk ambang (population threshold) dan
orde barang (range of goods) sampai saat ini tetap dipertimbangkan dalam
mencapai efisiensi ekonomi dan efisiensi geometris untuk perhitungan dalam
penyediaan pelayanan publik (Morrill, 1979). Pertimbangan jumlah penduduk
minimal sebagai wilayah administrasijuga diakomodasidalam berbagai peraturan
perundangandi Indonesia. Penggunaanjumlah penduduk minimal dalam standard
perencanaanpusat pelayanan di Indonesia sebenamyajuga merupakan adopsi dari
prinsip ini. Untuk itulah pusat-pusat pelayanan dibuat atau secara alamiah tumbuh
hirarkhis sesuai kompromiantara kaidah nilai ambangpenduduk di satu pihak dan
luasnya wilayah pelayanan di pihak yang lain (Johnson, 1970; Mabogunje, 1980;
dan Daldjoeni, 1992).

Dalam pemekaran wilayah aspek bentuk geometri wilayah tidak dapat
dijadikan faktor penentuyang terpenting, karena bentuk ideal wilayah administrasi
yang hexagon seperti model CPT sulit dicapai dalam konteks tingginya
ko~pleksitas kondisi tisik dan keterbatasan akses wilayah yang akan mengalami
pemekaran. Meskipundemikian aspek bentuk dan konfigurasiwilayah merupakan
faktor penting yang menentukan prospek perkembangan masa depan wilayah
(Morrill, 1979). Sebaliknya aspek geometri wilayah dipandang sebagai sesuatu
yang akan terciptadengansendirinya (given), setelahaspek penduduk ambangdan
orde barang dipertimbangkan dalam analisis dan batas antar wilayah dapat
didelineasi.

Pemekaran wilayah sebagai upaya rekayasa terhadap sistem kehidupan
dalam wilayah juga perlu mengakomodasi keragaman kondisi lingkungan dan
naungan sumberdayaalam yang tersedia untuk menjaminsustainabilitaskehidupan
di wilayah pemekaran. Sustainabilitas hanya akan dapat dicapai jika dipenuhi
kondisi optimum pada tiga hal mendasar, yaitu pemanfaatan sumberdaya alam
yang peduli pada keselamatan lingkungan dalam rangka mencapai derajad
perkembanganekonomitertentu yang memperhatikankeadilan sosial di dalamnya.
Dengan kata lain dalam pemekaran wilayah perlu dipelihara keseimbanganantara
kepentingan ekonomi,ekologi dan keadilan sosial sekaligus (Rijanta dan Baiquni,
2003). Dalam pemekaran wilayah keseimbanganketiga aspek di atas perlu dijaga
dengan memperhitungkan keragaman kondisi ekologi dan sumberdaya alam
wilayah beserta konsekuensi dari setiap delineasi batas wilayah barn terhadap
integritas sistemekologisecara menyeluruh.
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Kegagalan dalam memperhitungkanaspek ekologi dan sumberdaya alarn
dalam delineasi garis batas wilayah akan membawa risiko besar pada kerusakan
lingkungan dan sumberdaya alam di masa depan. Terdapat lima sifat dasar
sumberdaya alarn yang perlu memperoleh perhatian khusus dari semua
stakeholders agar dapat dijamin kelestarian penghidupanbagi semua stakeholders
(Ashby, 1998),yaitu:

1. Memiliki banyak stakeholders dengan kebutuhan dan aspirasi yang berbeda-beda dan
bahkan terkadang bertentangan antara satu dengan yang lain,

2. Memiliki aspek saling ketergantungan secara spasial, temporal dan biofisikal {spatial,
tern oral and bio h 'Sicalinterrelationshi .

3. Dampak negatif praktek pengelolaan sumberdaya yang sifatnya di tempat (in situ)
maupun di tempat lainbiasanyasulit diamati dalam jangka pendek,

4. Ketahanan sumberdaya akan terbentuk jika umpan balik positif dapat ditanggapi
dengan baik dan

5. Ketahanan sumberdaya akan terbentuk jika kekayaan ragam sumberdaya dapat
dipertahankan.

Dengan mempertimbangkan lima proposisi di atas perlu diperhatikan
dimensiekologi dalam penarikangaris batas antarwilayahadministrasibam. Garis
batas antarwilayah pemekaran akan bermakna ancaman integritas ekologis dan
sustainabilitaskehidupanjika garis tersebut ditarik tanpa mengindahkanbekeIjanya
sistem ekologi yang lebih besar. Garis batas antarwilayahbam yang secara acak
memotong batas-batas.unit ekologis dapat mengganggu integritas ekologis dan
membuka peluang konflik yang lebih besar dalam pemanfaatan sumberdaya
antarwilayah yang berbeda unit administrasinya di masa. yang akan datang.
Mengingat banyaknya aspek yang hams diperimbangkan dalam delineasi garis
batas antarwilayah pemekaran, tidak mungkin semua kriteria ideal akan dapat
dipenuhi. Optimasi pilihan melalui kompromi berbagai aspek merupakan satu
pilihan yang tidak dapat dihindari. Dalam optimasi pilihan-pilihan kombinasi
konfigurasi fisik ruang wilayah yang melibatkan berbagai macam variabel dalarn
kegiatan studi pemekaran wilayah inilah geografi sebagai sebuah cabang ilmu
dapat memberikan kontribusiyangsignifikan pada tingkat konsepsual. Sementara
itu sistem informasi geografi (SIG) berbasis komputer akan dapat membantu
pengolahan data spasial dalam rangka mencapai optimasi pilihan-pilihan tentang
tapal batas wilayahyang bam secara secara lebih mudah.

Pengalaman Empirik Kabupaten Kutai sebelum Pemekaran
Pe~galaman empirik ini disarikan dan diinterpretasi terhadap laporan akhir

studi pemekaran wilayah Kabupaten Kutai tahun 1979. Kabupaten Kutai sebelum
pemekaran wilayah merupakan kabupaten yang terluas di Provinsi Kalimantan Timur,
dengan luas wilayah 95.046 km2 atau satu setengah kali Provinsi JawaBarat sebelum
Provinsi Banten dibentuk. Kabupaten Kutai terdiri dari 79 persen wilayah daratan dan
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21 persenperairanumum (sungai,danau,rawa) serta laut. Salah satu masalahsentral
dalam mewujudkancita-cita pewujudanotonomiyang bertanggungjawabdaerah di
Kabupaten Kutai adalah adanya inefisiensi keruangan dalam bentuk interaksi
antarwilayahkecamatandalam sistem produksiregional.Prinsip-prinsipdasar yang
melandasi teIjadinya interaksi antardaerah secara efisien yang meliputi
transferabilitas, komplementaritas produksi dan ketiadaan penghalang antara
seringkalitidak dapat dipenuhi (Ullman, 1978).Bahkan antara daerah satu dengan
yang lain seringkaliteIjadi hambatandalam sirkulasidan pertukaranbarang karena
keterbatasaninfrastrukturatau di daerah-daerahyang telah terangkai dalam sistem
transportasi justru teIjadi kompetisi antardaerah dalam produksi. Dalam kondisi
demikiandominasi suatu daerah dalam sistem produksi daerah mungkin dirasakan
sebagaipenghalangantarabagi daerah-daerahlainnya.

Hal tersebutdi atas teIjadikarenanaungansumberdayaalam yang melimpah
di berbagaibagian wilayahKabupatenKutai belum sepenuhnyadapat dimanfaatkan
oleh sumberdayamanusiayang ada. Selanjutnyadengan pola pergerakanpenduduk
dan pola permukimanyang terserak dan kurang efisien akibat ketergantunganyang
tinggi pada sistem angkutan sungai yang kurang tleksibel dan sebagian tergantung
musim. Dari permasalahanumum yang berakar dari masalah besamya ukuran luas
wilayahdankendalafisik alamiahdapatdirincilebih lanjut masalah-masalahturunan
seperti:(1) besamyakesenjanganantar lapisanmasyarakatmaupunantarwilayah,(2)
rendahnyapartisipasimasyarakat,(3) tidakoptimalnyapemanfaatansumberdaya,(4)
kesenjanganantara input dan output dalam pembangunan,(5) terbatasnyarentang
kendalipemerintahandibandingluasnyadaerah,yang berakibat(6) inefisiensidalam
pelayananyang dirasakansebagaibiayapelayananyang mahalolehmasyarakat.

Dalam rangkastudi pemekaranwilayahKabupatenKutai setidaknyaterdapat
empat faktor pertimbangan dan penentu utama dalam proses delineasi batas
antarwilayahbam yang akandibentuk,yaitu:

1. Sumberdaya wilayah sebagai landasan untuk mengendalikan ekonomi harus
cukup mampu mendukung kehidupan kelompok masyarakat dan penduduk
dalam jumlah yang cukup besar. Dengan demikian wilayah yang bam
dibentukharus cukupbesar ukurannyauntuk dapathidup secara mandiri,

2. Penduduk harus tersedia daliun jumlah yang cukup besar sehingga akan
mampu memberikan kemungkinan berkembangnya kegiatan-kegiatan
ekonomi yang dapat menumbuhkan kehidupan sendiri dari dalam wilayah
yang sedangdibentuk,

3. Ruang sebagai medan interaksi yang dapat mewadahi penduduk beserta
kegiatannya tersedia dalam hamparan yang cukup luas, tetapi tidak terlalu
besar sehingga memungkinkan terbentuknya medan interaksi yang
memberikan peluang teIjadinya ams hubungan pusat dan periferi yang
seimbangserta pelayananpublikyang efisien,

4. Keseimbanganantar daerah bam yang dibentuk dalam hal ketersediaan
sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan agar daerah-
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daerah yang bam terbentuk tidak memiliki awal tingkat perkembanganyang
timpang.

Dalarn studi pemekaran wilayah Kabupaten Kutai selanjutnya dilakukan
analisisterhadapdata yang relevanuntuk delineasiwilayahdengan langkah-Iangkah
berikut:

1. Memetakanpotensi sumberdaya alarnhayati dan,non-hayatiyang diharapkan
menjadi sumberdaya lestari sebagai landasan kegiatan ekonorni daerah, dan
sumber bahan pangan yang utarna. Peta-peta ini digunakan sebagai bahan
pertimbangan untuk pembagian sumberdaya alarn antardaerah barn yang
tidak timpang,

2. Menemukenali dan memetakan jenis dan sebaran sumberdaya tarnbang.
Bahan tarnbang mernpakan sumberdaya tak terbamkan, tetapi dalarn usaha
pertambangan dalarn skala besar dapat menjadi ujung tombak bagi proses
pembangunan berkelanjutan yang berbasis sumber-sumber yang lestari.
Beberapa jenis hasil tambang di Kabupaten Kutai seperti minyak bumi dan
batubara mernpakan komoditi penting di dunia, karena bersifat cepat
menghasilkan. Dengan demikian produk tambang yang bemilai komersial
tinggi dapat menjadi modal awal sebagai peletak dasar proses pembangunan
yang bersendikan sumber-sumber alarn yang lestari tetapi tidak cepat
menghasilkan,

3. Menemukenalisistemjaringan yang ada, kemungkinanpengembangansistem
jaringan di masa datang dengan mengingat sebaran sumberdaya dan kondisi
topografi dan geomorfologi wilayah serta memetakannya dalam skala yang
sarna dengan skala peta sebaran potensi.sumberdayahayati dan sumber
tambang,

4. Menemukenali dan memetakan sumberdaya air, baik air tanah, air hujan
maupun air permukaan dalam skala yang sarna dengari skala peta-peta
sumberdaya hayati, DAS, sumber tambang, topografi, geomorfologi dan
risikobencanaalarn,

5. Menemukenali dan memetakan bagian permukaan bumi di wilayah
Kabupaten Kutai yang mengandung unsur-unsur yang perlu
dilindungi/dikonservasikan seperti hutan, rawa dan berbagai fenomena
alarniahlain,

6. Menemukenali dan memetakan gejala-gejala keterkaitan antarwiIayah,

sebagaimana tercermin dari interaksi sosial, ekonomi dan budaya.
Keterkaitan-keterkaitan ini secara keseluruhan dicerminkan oleh orientasi
gerak mobilitaspendudukdalarnrnang wilayah,

7. Menemukenali secara kartografis dengan menggunakan peta-peta tematik
yang dihasilkan dari langkah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tersebut terhadap adanya
tempat-tempatyang mempunyaiposisi menguntungkandari segi ketercapaian
dari dan ke tempat lain, ketersediaan medan yang relatif datar, ketersediaan
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lahan untuk produksi pangan, ketersediaan sumber air, jarak dan kawasan
yang harns dilindungi dan aman dari kemungkinan gangguan alam (banjir,
longsor, gempa, intrusi air laut, penyakit endemik,dan risiko kebakaran),

8. Overlay peta-petayang dihasilkanuntuk menemukenalialtematif gugus
wilayah yang mempunyai kecenderungan atau diperkirakan dapat
dikembangkanmenjadi satuan-satuanwilayah yang memenuhi syarat sebagai
unit wilayah kabupatensesuai kriteria sepertiyang telah diuraikan,

9. Membuat analisis kelebihan dan kekurangan pada masing-masing pilihan,
dengan dasar data dan informasi yang tersedia serta peraturan perundang-
undanganyang berlaku tentang pembentukankabupatenbaru,

10. Diskusi dan konsultasi dengan masyarakat, tokoh masyarakat, Pemerintah
Daerah Kabupaten Kutai dan Provinsi Kalimantan Timur menggunakan
teknik menilaiwilayahperdesaan secara cepat (rapidrural appraisal = RRA)
dan diskusi kelompokyang terfokus (focussedgroup discussion = FGD),

11. Melaksanakan studi prosedur pembentukan wilayah kabupaten dan kota
otonom ke Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia dalam rangka
merumuskan prosedur pelaksanaan pemekaran sejak dilakukannya studi
persiapan sampai dengan penilaian kelayakan oleh pemerintahpusat maupun
dewan perwakilanrakyat.

Dari hasil kajian yang telah dilakukan dengan prosedur di atas dan
diperkuat hasil SeminarPengkajianPenelitian Pengembangan/PemekaranWilayah
Kabupaten Kutai pada tanggal 22 Januari 1997 di Kantor Gubemur Provinsi
Kalimantan Timur diberikan rekomendasi yang tertuang dalam laporan akhir
bahwa dalam jangka waktu 1 periode pembanguna lima tahun sejak 1997,
Kabupaten Kutai dimekarkan menjadi 3 kabupaten dan 1 kota otoriom. Proses
pemekaran wilayah Kabupaten Kutai temyata berjalan 2 tahun lebih cepat dari
rencana, karena sejak tahun 1998 pemerintah pusat memberikan berbagai
kemudahan dalam pemekaran wilayah. Garis-garis batas antarwilayahpemekaran
baru dapat diamatidalamGambar 1 dan 2. Hasil delineasigaris batas antar wilayah
barn menghasilkan kondisi dan potensi setiap kabupaten dan kota diuraikan per
daerahyangbaruterbentuksecaragarisbesardisajikandalamTabel1.Nama-nama
kabupaten dan kota telah disesuaikandengan yang termuat dalamUU No.7 Tahun
2000 tentang Perubahanatas UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten
Kutai Timur dan Kota Bontang(Republik Indonesia,2000).Sebelumterbit UU No.
7 Tahun 2000 sempat munculwacana tentang nama-namakabupaten dan kota hasil
pemekaran.
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~bar 1.Peta Wilayah KabupatenKutai sebelumpemekaran,wilayah(1997)

KabupatenKutaiBarat
Kabupaten Kutai Barat terdiri dari 12 kecamatan dengan luas wilayah

3.162.870 hektar dan jumlah penduduk 125.849 jiwa. Potensi terbesar yang
dimiliki Kabupaten Kutai Barat adalah potensi hutan yang dapat dikonversi dan
tambangemas primer yang telah diindetifikasidi 21 titik lokasi. Potensi ini cukup
menjanjikan untuk dikembangkan, baik oleh perusahaan pemerintah maupun
swasta, sehingga mampu memberikan kontribusi keuangan yang besar untuk
pembangunan. Sementara potensi hutan yang dapat dikonversi adalah seluas
1.712.592,76hektar. Potensi tersebut dapat dikembangkanmenjadi berbagai usaha
perhutanan, baik usaha perhutanan perusahaan maupun usaha perhutanan yang
melibatkan partisipasi masyarakat. Pengembangan usaha perhutanan yang
melibatkan perusahaan, selain memberikan keuntungan finansial bagi
pembangunan juga memberikan keuntungan dalam bentuk prasarana terutama
prasarana transportasi yang berupa jalan rintisan. Dengan adanya prasarana
tersebutmaka isolasiwilayah akanterbuka.
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Gambar 2. Peta WilayahKabup,atenKutai setelahpemekaranwilayah

Tabel 1. Ringkasan Kondisi dan Potensi Wilayah Hasil Pemekaran, 1997
Aspek yang Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kota Bontang

dibandingkan Kutai Barat Kutai Kutai Timur
Kertane~ara

3.469.830ha
419.808jiwa

3.162.870 ha

125.849 jiwa

2.831.230 ha

169.500 jiwa

40.670 ha
100.129jiwa

Luaswilayah
Jumlah
penduduk
Potensi
ekonomi

Hutan konversi
Perkebunan

Tamban&

Hutan konversi
Perkebunan
Tambang

Perkebunan

Tambang
Hutan konversi

Industri
petrokimia

Kabupaten Kutai
Kabupaten Kutai terdiri dari' 17 kecamatan dengan luas'wilayah 3.469.830

Hektar dan jumlah penduduk 419.808jiwa. Potensi terbesar adalah batubara, yang
telah diidentifikasi di 27 titik lokasi. Potensi ini cukup menjanjikan untuk dapat
dikembangkandan mampu memberikankontribusi yang besar bagi pembangunan
daerah baik yang berupa finansial maupun prasarana umum. Pengembangan
berbagai usaha yang bersifat ekstensif (memerlukan lahan yang luas), masih
terbuka luas mengingat luas kawasan budidaya di Kabupaten Kutai merupakan
yang terluas apabila dibandingkan dengan wilayah lain. Hasil perikanan ini
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memiliki peluang pasar yang luas baik bersifat nasional maupun intemasional.
Potensi danau selain dapat dikembangkan untuk usaha perikanan juga dapat
dikembangkan usaha pariwisata. Paket wisata danau ini apabila dikembangkan
dengan sungguh-sungguh akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi
pembangunan, karena paket wisata ini merupakan satu-satunya di Kalimantan
Timur.

Kabupaten Kutai Timur
Kabupaten Kutai Timur terdiri dari 3 kecamatan y~tu: Kecamatan Muara

Wahau, Kecamatan Sangatta dan Keeamatan Sangkulirang. Dari sudut pandang
DaerahAliranSungai (DAS) wiIayah ini berada pada sistemDAS tersendiridi luar
sistem DAS Mahakam, keeuali Keeamatan Muara Wahau yang berada di dalam
sistem DAS Mahakam. Dengan pertimbangan keterjangkauan, Keeamatan Muara
Wahaudimasukkandalam wilayahadministrasiKutai Timur.

Seeara umum potensi di wilayah ini terutama yang berhubungan dengan
lahan perkebunan. Luas lahan perkebunan swasta di Kutai adalah yang terluas
apabila dibandingkan dengan wilayah yang lain yaitu seluas 256.576,92 hektar.
Potensipertambangandi Kabupaten Kutai Timur terutama tambang emas dan batu
bara eukup besar. Potensi emas primer teridentifikasiterdapat di 3 lokasi, potensi
emas sekunder teridentifikasi terdapat di 13 lokasi. Potensi tersebut dapat
dikembangkanseeara bersama,yaitu eksplorasiemas primer oleh perusahaanbesar
baik swasta maupun pemerintah yang sekaligusbersifat sebagai bapak angkat dari
usaha eksplorasi emas sekunder oleh rakyat yang jumlah eukup banyak dan
tersebar. Pengembangan usaha ini selain akan memberikan kontribusi
pembangunan bagi pemerintah daerah juga seeara langsung akan mampu
meningkatkanperekonomian rakyat. Pot~msitambang batubara di Kutai Tengah
disinyalirmerupakanpotensi terbesaryang terdapat di Kalimantan Timur. Saat ini
di wiIayah Kutai Timur tepatnya di Sangatta terdapat perusahaan penambangan
batubara terbesar yaitu Kaltim Prima Coal (KPC) yang usaha penambangannya
masih terus dikembangkan, dengan tetap mempertimbangkan aspek kelestarian
lingkunganbaik yang bersifat alarniahmaupunsosial budaya.

Kota Bontang
Kota Bontangterdiri dari dua keeamatandengan luas wilayah40.670 hektar

dan jumlah penduduk 73.553 jiwa. Ketiga unsur tersebut apabila dibandingkan
denganwilayahyang lain adalahyang terkecil. Namun apabila dilihat dari unsur
kepadatan penduduk, maka kepadatan penduduk Kota Bontang merupakan yang
tertinggi, kurang lebih 20 kali kepadatan rata-rata di wilayah kabupaten hasil
pemekaran.Hal ini terjadi karena Kota Bontang merupakanpusat industri terutama
industri pengolahan migas yang terbesar di Indonesia, lebih lagi jika nanti
dikaitkan dengan reneana dikembangkannya industrial estate seperti industri
melamin, soda ash dan plastik sebagai anak industri dari PI. Pupuk Kaltim.
Mengingat Kota Bontang sebagai pusat industri migas serta reneana sebagai
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industrial estate, sepantasnya jika Bontang menjadi daerah berotonomi sendiri
dengan mengandalkan sumber dana pembangunan sektor tersebut. Selain adanya
kepastian sumber dana pembangunan, sarana dan prasarana perusahaan dapat
menjadi fasilitas yang dapat digunakan oleh umum, sehingga kebutuhan akan
sarana dan prasaranaumumdapat tercukupi denganbaik.

Dari segi penduduknya,penduduk Kota Bontang tahun 1997 mencapai :t
87.000 jiwa. Meskipun jumlah tersebut belum memenuhi syarat terendah untuk
kota otonom, tetapi mengingat laju pertumbuhanpendudukyang tinggi yaitu 6,89
persen per tahun (pada periode 1980 - 1990), dalam jangka waktu lima tahun
Bontang akan memenuhi syarat memperoleh status kota otonom. Apabila hanya
didasarkan pada batas minimum jumlah penduduk untuk kota otonom sebesar
100.000jiwa, maka melaluiproyeksipenduduk denganpertumbuhanseperti di atas
pada tahun 2001 batas itu sudah tercapai (100.129 jiwa). Dari beberapa alasan
tersebut di atas Kota Bontang dapat ditingkatkanstatusnya dari kota administratif
saat itu menjadikotayang otonom.

Dialog Aspek Teoretik Dan Empirik
Inefisiensi keruangan dalam produksi dan pelayanan merupakan masalah

fundamentalyang dihadapi Kabupaten Kutai sebelurn pemekaran. Secara teoretik
manusia akan mengatasimasalah ini denganmelakukanefisiensikeruangandengan
jalan (1) memaksimalkankefaedahan maksimal atau produktivitasyang tertinggi
dari suatu wilayah mel~ui usaha yang minimal, (2) memaksimalkan interaksi,
keruangan dengan usaha atau biaya minimum dan (3) mendekatk~ berbagai
kegiatan ekonomiyang sejenisyang tidak saling bersaing.Pemekaranwilayah bagi
suatu"unit wilayah administrasi yang terlalu besar dapat menjadi solusi atas
inefisiensi keruangan produksi dan pelayanan, karena dalam lingkup wilayah
administrasi yang berukuran fisik lebih kecil akan lebih mudah diperoleh
kefaedahan maksimal dalam produktivitas wilayah melalui jalinan interaksi
keruanganantarwilayahyang lebih efisien dan terfasilitasinyaekonomi aglomerasi.
Dengan demikian tiga postulat Morril (1974) di atas dapat dijadikan salah satu
pembenaranteoretik pemekaran wilayah administrasiyang terlalu besar. Meskipun
demikianjuga secara empirik perlu diwaspadaijika ada aspirasi untuk melakukan
pemekaran wilayahyang hanya menghasilkanwilayahyang terlalu kecil dari segi
ukuran wilayahmaupunjumlah penduduk. Jika dibiarkan,situasi semacamini akan
menjadikanpemekaranwilayah sebagai salah satu sumber inefisiensi pelayanan di
masayang akan datang.

Pada tingkat makro, pemekaran wilayah dapat dipandang sebagai upaya
yang bersifat top-down untuk mencapai efisiensi keruangan pada tingkat
kabupaten, sehinggaterdapat kecenderunganyang kuat untuk melakukan delineasi
garis batas antarwilayahbarn yang paling efisien bagi sebagianbesar penduduk.Ini
mengandung konsekuensi bahwa aspirasi sekelompok kecil masyarakat pada
tingkat yang paling bawah berpotensi kurang memperoleh perhatian yang
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memadai. Secara riil pemekaran wilayah Kabupaten Kutai memang tidak
menimbulkan gejolak pada tingkat masyarakat. Situasi pada saat persiapan
pemekaran wilayah di Kabupaten Kutai diuntungkan oleh besarnya pengaruh
pemerintahdi era orde barn yang tidak banyak memberikanruang bagi masyarakat
untukmengekspresikanaspirasinya.Namun demikianbagi daerah-daerahlain yang
akan melakuk~ pemekaran wilayah di era demokratisasi, tampaknya kemudahan
yang diperoleh di Kabupaten Kutai tidak akan mudah direplikasi lagi. Relatif
homogennya struktur masyarakat di kabupaten ini juga menentukan mudahnya
proses penarikan garis batas antarkabupatendan kota yang tanpa disertai gejolak.
Pengalaman studi pemekaran wilayah dan pemilihan lokasi ibukota Kabupaten
Kepulauan Riau dan Kabupaten Lingga (PSPPR UGM, 2005 dan PSPPR UGM,
2006) menunjukkan adanya dinamika masyarakat dan kompleksitasmasalah yang
lebihtinggi.

Cakupan kegiatan RRA dan FGD yang pemah dilaksanakandi Kabupaten
Kutai sebenarnya masih dapat diperluas lagi dan dengan melibatkan lebih banyak
anggota masyarakat pada tingkat bawah (bottom-up), jika pemekaran wiIayah
diharapkan dengan mengakomodasiaspirasi masyarakat seluas mungkin seperti
sekarang ini. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran yang penting bahwa
pemekaranwilayahpada saat ini harnsdipandangsebagaiupayauntukmencapai
efisiensikeruanganpada tingkatwilayahdenganmenjunjungtinggipenghargaan
pada kepentingan masyarakat atas tempat tinggal dan ruang hidup yang lebih
nyaman, efisien dan berlanjut. Semakin kuatnya posisi tawar masyarakat di
hadapan pemerintah dalam konteks pemekaran wilayah membawa implikasi
penting dalam cara pandang dan metodologi' pemekaran wilayah. Partisipasi
masyarakat harnsnya menjadi penentu penting dalam delineasi garis batas
antardaerahbaru. Penghargaari'atas tempat perlu memperolehperhatianyang lebih
besar selain efisiensi keruangan. Meminjam istilah Tuan (1977) keamanan
(security) tempat tinggal pada tingkat masyarakat harns memperoleh porsi yang
seimbang dengan pencapaian tujuan efisiensi keruangan sebagai bagian dari
ekspresikebebasan(freedom)setiap individuuntuk memperolehpenghidupanyang
layakdalamproses pemekaranwilayah.

Pertimbangan-pertimbanganyang dipakai dalam pemekaran wiIayah di
Kabupaten Kutai tampaknya masih sangat kuat diwarnai dengan kepentingan
kemudahandalam pengelolaan wilayah yang terlalu luas berikut masalah-masalah
turunannya.Secara objektif luasnya wilayah Kabupaten Kutai, yang setara dengan
Provinsi Jawa Barat sebelum terbentuknya Provinsi Banten, memang menjadi
justifikasi yang kuat untuk pemekaran wilayah. Masyarakat pada tingkat bawah
pun sangat mudah dapat memahamiperlunyapemekaran wilayahyang akan segera
diikuti dengan berbagai kemudahan pelayanan yang akan diperoleh setelah
pemekaran. Dengan kata lain ukuran fisik wilayah Kabupaten Kutai sebelum
pemekaran yang sangat ekstrim besarnya, telah membuat semua kalangan
masyarakat sepakat bahwa pemekaran wilayah memang merupakan kebutuhan
bersama. Gagasan untuk pemekaran wilayah sebenarnya sudah ada sejak
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pertengahan dasawarsa 1960an, namun tanpa alasan yang jelas tidak ada pihak
yang rneneruskangagasan tersebut rnenjadikenyataan.Proses penjaringanaspirasi
pada tingkatrnasyarakatpun tidak rnengalamikendala yang berarti.

Tawar-rnenawaratau kornprorniantara besamya ukuran fisik wilayahbam,
jurnlah dan ragam surnberdaya alam yang ada, jurnlah penduduk dan peluang
teIjadinya kesenjangan antarwilayah bam tarnpaknya diangkat rnenjadi
pertirnbanganutama. Hal ini secara teoretik rnernangberangkat dari pertirnbangan
efisiensidan efektivitas pelayananpublik dan adrninistrasipernerintahanyang juga
rnernperhitungkan aspek penduduk ambang dalarn pelayanan (population
threshold), jarak barang (range of goods), dan luasnya wilayah pelayanan
(hinterland) yang juga rnenyiratkanjarak ternpuh rnaksirnal untuk rnernperoleh
jenis pelayanan tertentu (Dusseldorp, 1971;ESCAP, 1979;dan Whyne-Harnrnond,
1981). Sernentara itu aspek bentuk geornetri wilayah tidak rnernperoleh porsi
sebagai faktor yang dipertirnbangkandalam pernekaran, tetapi sebagai hasil yang
hams diterirna,,(given)dari proses delineasitapal batas wilayahbaru.

Pertirnbangan optirnasi pernbagian surnberdaya alarn yang lebih
proporsionaljuga diangkat dalam rangka rnerninirnalisirpotensi kesenjanganyang
akan rnuncul setelah pernekaran. Dalam konteks Kabupaten Kutai, hutan
rnerupakansalah satu surnberdayayang hams dikelola secara bijaksana termasuk
dalarn delineasi tapal batas wilayah yang dapat rnernberikanhak dan kewajiban
pengelolaan secara berirnbang. Untuk itu batas wilayah antarwilayah baru
diusahakan sejauh rnungkin rnendekati batas DAS. Namun dernikian karena
pernerintahdaerah tidak rnenghendakiperubahanyang terlalu besar dalam susunan
tapal batas kec'arnatandan desa, rnaka ditetapkan tapal batas antarwil<iyahbam
adalah batas antarkecamatanyang terdekat dengan batas DAS. Dengan dernikian
setiap unit wilayah yang bam akan rnernilikihak, kewajiban dan tanggungjawab
yang sarnadalarnpengelolaanDAS sejak dari hilir sarnpaike hulu.

Prosedur dan rnetode analisis yang digunakan dalam studi pernekaran
wilayah ini rnerupakan penerapan prinsip-prinsip rnanipulasi data geografis
rnenggunakantumpang susun berbagai peta ternatik dalam rangka rnenernukan
kondisi ideal batas-bataswilayahpernekaran.Hasil dari proses ini adalahpeta yang
rnenunjukkanwilayah bam hasil pernekaranberikut garis-garisbatasnya.Peta-peta
daerah adrninistrasi bam yang dinasilkan tersebut akhimya dijadikan sebagai
produk akhir studioSernentara itu pada saat yang sarnajuga dipilih lokasi calon-
calon ibukota kabupaten dan kota yang didelineasi di atas. Pernbahasantentang
pernilihan lokasi ibukota kabupaten dan kota yang baru tidak disajikan dalam
tulisan ini.

KESIMPULAN

Dari pernbahasan perspektif teoretik dan studi ernpirik kasus pernekaran
wilayahKabupatenKutai dapat disajikankesirnpulan-kesirnpulansebagaiberikut:

MAJALAHGEOGRAFIINDONESIA,Vol20,No.2, September2006 131



RUANGDANTEMPAT DANTEMPATDALAMSTUDIPEMEKARANWILAYAH R.Rijanta

1. Pada tataran wacana teoretik diperoleh pemahaman tentang konsep tempat dan
ruang yang menunjukkan dua sifat dasar manusia yang membutuhkan
keamanan dan kebebasan sekaligus. Ruang adalah arena ekspresi kebebasan
manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan temp at dipahami
sebagai arena pribadi di mana rasa aman dan privasi seseorang dipenuhi. Dalam
konteks pemekaran wilayah, sudut pandang masyarakat pada tingkat akar
rumput seringkali terjebak dalam pandangan sempit dengan memaharni ruang
wilayah sebagai tempat sehingga pihak-pihak yang tidak sependapat dengan
kelompok tertentu akan dianggap sebagai lawan atau ancaman atas kepentingan
kelompok tersebut. Kelompok yang berbeda ini terkadang harus dikalahkan
dengan segalacara, termasuk dengan kekerasan.

2. Upaya pemekaranwilayah hendaknyatetap memandangwilayah sebagai ruang
publik yang manfaatnya hams dioptimalkan untuk sebesar-besar kepentingan
semua (atau terkadang dibaca sebagian besar anggota masyarakat). Dengan
dernikian keragaman aspirasi di tingkat akar rumput (bottom-up) dalam batas-
batas tertentu harus dapat diakomodasi,meskipunproses top-down hams tetap
menjadi pedoman yang penting. Hal ini perlu ditekankan karena aspek-aspek
integritas ekologis, keterkaitan antarwilayah dan efisiensi penyediaan
infrastruktur wilayah harus menjadi pedoman yang utama untuk memperoleh
efisiensi spasial pOOatingkat wilayah. Aspek-aspek ini hanya dapat dipahami
kontribusinya dalam dinamika wilayah oleh para ahli di bidangnya, termasuk
di antaranya ahli dari pihak pemerintah dan sebagian kecil dari tokoh
masyarakat.

3. Dari pengalaman empirik dalam studi pemekaran wilayah Kabupaten Kutai,
Provinsi Kalimantan Timur tahun 1997 diperoleh pengetahuan bahwa proses
top-down dan bottom-up dalam pemekaran wilayah dapat dipadukan dengan
cara yang relatif mudah. Artinya, hasil delineasi batas wilayah menggunakan
dasar berbagai peta tematik yang relevan temyata tidak direspon dengan
keberatan-keberatan oleh masyarakat. Masyarakat dengan mudah dapat
menerimagaris batas wilayahyang baru, karena garis tersebut tidak memotong
jalur pergerakan utama dalam perolehan berbagai pelayanan sosial ekonorni.
Dengan dernikianmasyarakat tidak merasa dirugikan oleh OOanyapemekaran
wilayah. Ruang barn yang direkayasa melalui pemekaran wilayah tidak
mengancam kepentingan mereka dalam memperoleh rasa aman dan privasi di
tempat masing-masing. Bahkan untuk banyak kasus, pelayanan-pelayanan
umum semakin mudah dijangkau karena semakin dekatnya jarak ke pusat
pelayanan sehingga secara ekonomi dan finansial pemekaran wilayah
dipandang sangatmenguntungkanbagi semua pihak. Semuanya ini sebenamya
tidak lepas dari kondisi ukuran wilayah sebelum pemekaran yang sangat
ekstrim besamya. Pemekaran berarti penurunan ukuran wilayah sekaligus
semakin dekat jarak yang harus ditempuh untuk memperoleh pelayanan pada
tingkat kabupaten.
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4. Kebutuhanpemekaranwilayah hendaknyadilihat dari dua sisi,yaitu kebutuhan
masyarakatyang secarariil berhak memperoleh pelayananyang mudah dan
murah serta efisiensi penyelenggaraanpelayanan dan pembangunanyang
menempatkan pemerintah pelaku utamanya. Berbagai aspek teoretik dalam
lingkup studi wilayah dapat ditemukan dalam praktek empirik pemekaran
wilayah.

5. Pelajaran yang penting yang diperoleh dari pengalamanempirik Kabupaten
Kutai setidaknyaadabeberapabutir sebagaiberikut. Pertama,beberapaprinsip
analisis yang diturunkan dari toori pusat sentral Christaller tetap menjadi
pertimbangan utama dalam penentuan besar kecilnya ukuran wilayah barn,
sesuai konsep population threshold dan range of goods. Meskipun demikian
dimensi geometri wilayah seperti bentuk, ukuran dan lokasi tidak
dipertimbangkan dalam penarikan garis batas antarwilayah barn, tetapi
dianggap given setelah population threshold dan range of goods
dipertimbangkan bersama dengan komponen penimbang yang lain. Kedua,
dimensi ekologi wiIayah memperoleh perhatian khusus karena alasan kondisi
kontekstual wilayah yang rentan terhadap eksploitasi sumberdaya hutan secara
tidak terkendali, sehingga berpotensi menimbulkan konflik antardaerah barn
jika penarikan garis batas tidak mempedulikan batas DAS. Garis batas
antarwilayah pemekaran ditarik berdasarkan garis batas kecamatan terdekat
dengan garis batas DAS. Ini membawa konsekuensi bahwa satu wilayah barn
akan bertanggungjawab setidaknya satu bagian dari suatu DAS atau sub-DAS
yang utuh, sehingga perlakuan yang salah terhadap sistem DAS akan berakibat
langsungpada daerah itu sendiri. '

6. Perspektifspasialdan ekologidalamgoografimemberikankerangkaberpikir
pentingyang menentukanprosespenentuangaris batas antarwilayahpemekaran
yang paling optimum untuk memenuhi kepentingan-kepentingan efisiensi
pelayanan, integritas ekologi, keadilan antarwilayah pemekaran dalam
membangun wilayah pemekaran di masa datang. Secara substansi cakupan
materi yang dipertimbangkan dalam analisis dipandang sangat komprehensif
mencakup berbagai bidang kehidupan, sehingga hasil analisis pemekaran
wilayah dapat diterima secara bulat oleh semua lapisan masyarakat. Upaya
pemekaran wilayah di Indonesia dianjurkan untuk juga memakai perangkat
variabel yang telah diuji keandalannya di Kabupaten Kutai sebagai standar
minimal. Analisis spasial memiliki kelebihan dalam memandang serangkaian
variabel yang tercantum dalam berbagai peta tematik yang tersedia secara
simultan untuk memperolehklaster wiIayah-wilayah yang paling logis sebagai
satu unit wilayah administrasibarn yang paling optimum. Optimasigaris batas
antarwilayah pemekaran barn di Kabupaten Kutai dilakukan secara manual,
tanpa bantuan perangkat SIG yang berbasis komputer dan survei goodetik.
Pengalaman menunjukkan adanya kesulitan yang cukup berarti dalam
menemukan batas wilayah optimum secara manual. Dengan demikian secara
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teknis perangkat SIG dan survei geodetik hendaknya digunakan dalam setiap
upaya melakukanpemekaranwilayah.
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